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Kala Revisi UU
olri Menuai
enolakan

RUU Polri dinilai tidak menjeawab problem fundamental dan
frusial, yakni lemahnya pengawasen dan kontrol publik
terhadap Kewenangan polisi yang begitu besar,

emhzhasan revisi Un-
Pd.mm Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Ke-
polisian Negara Republik In-
donesia dlsobut aleat segera
dilakuk: nentara penalik-
an ferd revisi UL tersehut
telah berembus kencang di
meia sosial.

Di med 1 X, penolak-
an terhadap rancangan UU
Polri ditandai dengan t
#TolakRUUPlri, T

i UL Polri. Presiden menu-
gasi Menteri Hukun, Menteri
Kenangan, dan Menteri Sek-
retaris Negara unluk mewkili
peerintal dalam pembahas-
an LU tersehut

Penolakan

Waktu itu, RUU Polri tel
menuai penolakan, Aliansi Ma-
svarakat Sipil untuk Reformasi
Kepalisian vang merupakan
gabungan beberapa organisasi

but ber dengan tagar
ACALut UUTN, Batalkan-
RUU TNI. dan #SupremasiSi-
nil.

Semusal o akun @Shad An-
agar #TolakRUUPolr vang
lnu‘u diunggah pada Jumat
(44/20025) siang, kemudian di-
unggah ulang oleh L400-am
akun, disukai 1600-an akun,
dan ditayanglan samyi
16,000 kali dalany waktu sc
Kitar lima jam, Beberapa akun
menuliskan komentar atau ka-
tarkata yang senada dalam me
nanggapi tagar it

Penalakan terhadap RUL
Polri sudah digaungkan scjak
mulai bergulir tahun lalu, Pada
26 Mei 2024, RUU Polri telsh
disetujui menjadi RUL inisiatit
TPH, Tacla B Juli 20024, Pre-
siden ke-7 R Joko Widodo te
lah melayangkan surat presi-
den soal penunjukan wakil pe-
merintah untuk membahas
RUU it

Namun, hingg skhir mas
jabatan Presiden Jokowd dan
DIPR 2019-2024, RUU Polri tak
funtas dibahas, Diputuskan
bahwa RUL Polri akan dilan
Jutkan oleh pemerintaban se-
Tanjutnya.

Kemudian, pada 13 Februari
2025, Presiden 'rabowo
mengirimkan sural presiden
tentang penujulan wikil pe
merintzh untuk membahas re-

masyazakat sipil menggelar ak-
si penolakan revisi UL Polri di
kawasan Sudirman, ;
akhir Juni 2024, Aliansi Ma-

syarakal Sipnl unluk Helormast

Kepolisian juga mencebitkan
pernyataan bersama yang isi-

nva menolak RUT fersebul.

Koalisi menvatakan, berda
sarkan rancangan yang a
RUL Polri dinilai memu:
Junlah pasal bernsasalah vang
substansinya aclalah memper-
s kewenangan kepolisian.
Akibatuga, pasal-posal itu jus
tru menjadikan Polr sebigai
lembaga soperbody

v, RUU Polri tidak
i

s

lcnnmm D(‘ILE'M sl dan
Kontrol bk terhadap ke
nangan polis yang begity be
sar, baik dalam penegakan hu-

kum, k
pun pel

S
o ol mz>n_|«|\ aktor ke
kerasan, pelanggaran bak asasi
manusia, malaadminis
lanyggaran huk asasi manusia,
dan praktik korupsi

lisian. Sementar: Yayaan
Lembaga Bantoan Hukum In
donesia (YLBHI) mencatat, se-
panjang 2019 Lerbapat 67
orang meninggal yang diduga
kuat sebagai korban pembu-
nuhan di luar proses hukum
oleh anggota kepolisian.

Data kinnya, Komisi Nasi-
onal Tk Asasi Manusia
(Komnas HAM) melaporkan,
sepanjang 2023, kepolisian
menempati peringkat paling
atas sehagad institusi vang pa-
Ting bimyak disukian ferkait
kasus pelanggaran HAM de
ngan jumlah 771 kasus dari

2758 tolal adluan. Laparan im
senada dengan temuan Kemit:
raan yang mencatal bahwa se-
panjang Nivember 2014 sim-
pai Desentber 2025, kepolisian
menjadi aktor serangan ‘an-
vaman terhadap permbela
HAM olch negara dengan jum
lah korban 4438 orang,
Twberapa substansi revisi
vaulg dianggap bermasalah
adalih terkait dengan kewe-
nangan Polri untuk melakukan
pengamanan, pembinaan, dan
pengawasan terhadap mang
siber. Hal itu dinilai akan
senwakin memberangus kebe-
Teasan herpendapat dlan ber-
chspresi serta hak warga ne-
gara atas privast di ruang siber.
Masih dari RUL Polr ter-
sebut, polis akan memiliki ke
wenangan untuls melakukan
peny: Tidak hamys itu,
Polri juga akan diberi kewe
nangan memegang komando
untuk membing Pasukan
F Masyarakat

Penolakan itu bukan tanpa
alasan, Komisi untuk Orang
Hilang dan Korban Tindak Ke-
kerasan (Kontras) meneatat,
sepanjang Januari-Aps
saja tejadi 198 peristiwa keke
rasan yang melthatkan kepo-

(Pam) Swaknrs:
ari 20025, Koalisi
Masyarakat Sipil kembali me-
n penolakan, bukan

ya untuk RUU Folri, me-
lainkan juga untuk RUU Ke
Jaksaan dan RULD TN, Koalisi

Selebaran berisi penalakan rencans rovisi Undang: Undang Kepolisian ditempel di dinding kewasan Ciputat, Tangerang
Banten, Kamis (34/2025). Wacana revisi Undang- Und:mg Nomot 2 Tahun 2002 tentang Polrd, s

INT, mengai kritik publik

meminta A
pada evalu; I PN
wasinl internal bagl setian lem-

byt peneytak Biikum yang di-
nila cenderung melakukan
praktik impunitas.

Pengawasan

Selain ity, koalisi juga me-
minla sgar pengs il
diperkuat untuk mengawasi
dan menindak penegak huk\lm
vang menyalahi kod
Lembaga chsternal wang di-
miaksud sdilsh Komisi Yudi-
sial. Komisi Kejakezan, Komisi
Kepolisian Nasional (Kompal-
nas), Komnas HAM, dan Kom-
nas PL“.[T“)U an.

"Yang kita butubikan saat ini
sclalah membangun skuntabi-
litas dan transparansi den
cara menperkuat lembaga in-
untuk

agaimana dikutip dalam

alasn tertulis Koalisi
A akat Sipil

Koordinator Badan Pekerja
Kontras Dimas Bagus Arya -
lamy surat terbuka vang dite
jukan ke Komisi 111 DIR, 3
Marel 20025, jugs memperm-
saladikan pemberian kewe-
nangan vang lebih luas kepada
Polri. Tal-hal yang diperma-
saladikan adalah kewenangan
untuk mengawasi dan mem-

hina rusng sibier serta kewe-
nangan melakukan penvadap
an untuk melakukan penega-

Langan intalin.

Di samping it pengaturan
Fam Swakarsa dalam RUU
Folri dinilai hanys skan me-
muneulkan potensi timbuliya
pelanggaran HAM, Di sisi
Tain, RULT Polri tidak mem-
perkuat kewenagan lembaga

pengwas, khususnya Kompol-

nas.
"Oleh karena it DPR sc-
hayal lembaga perwakilan k-
val sudah sepatutnya meng-
hentkan pembalnsan RUU
Kepolisian serta meldkukin

Tapa pcruln]mn dahm
KU Kepolisian, khususny
pasal-pasal vang memperluas
kewenangan kepolisian.” kata
Dimag. Dimas pun memints
agar pemerintab dan DPR Je-
bih melibatkan unsur masya-
rakal sipil dalam proses revisi
UU Polri tersebut

Satu paket

Ketua Badan Pengurus Na
sional Perhimpunan Bantuan
Hukum dan HAM Indonesia
Juliue Ibrani. ketika diminta
pandangn, Jumat (44),
mengatakan. revisi UL Polri
memang sudah mendapatkan

penolakan sejak diinisiasi PR,

eberas hal yang disorot ma-
8! s alah pembe.
rian kewenangan lebih besar

KM LY

telah persetujuan mnﬁnsalnn Rl U

bt publik untuk memberikin
masukan. Jika masukan dari
masvarakat ditolk, DPR dan

tanpa dnmbang) pengawasan
independen.

Namun, menurut Julius, re-
wisi U1 Polrd mesti dipandang
sehagal satu kesatuan dengan
UU Kejaksaan yang revisinya
isabkan pads 2021 dlam dan
UL TN vang baru saja di
sahkan. Sebab, ketiga lembaga
tersebul adalah instilusi vang
bertugas di sektor M'mnmn

“Kita baru lihat, tern:
semua sudih disusun sevara
onpibus, Artinya, ini sudah se-
paket, cum an dan
strategl leinehing-nya dibuat
SLbclqua isinya se:
mua samz, perlussan kewe-
nangannya sama, dan dimen-
juga sama. Cuma, beda
*utur Julius,

Menurat Julius, pembahas
an sccara parsial tersebut telaly
memeeah konsentrasi masye
rakat sipil. Jika masvarakat si
pil hendak menolak satu UL,
thua lainnya juga harus ditnlak.
Demikian pul; ika satu UL
dinjukan untuk uji materi di
Mahkamah Konstitus, dua U1
Tainnya juga demikian,

Dalam konteks itu, Julius
meminta agar pembahasannya
dilalukan secara terbuka, di-
umumbkan, serta diberi ruang

masti
pmm\bm.m pcrmnlmnnn
i

"I mearing il pocticipati-
art berdasarkan mandat putis
an Mahkamah Konstitust, Jika
liclak dlilsbukan, akan terjadi
pengzelapan seperti pada UU
Rejaksian din UL TNL, Dan
msyarukal akan menolak,”
kata Julius.

Ketika ditanya perihal ren-
cana pembahasan RUL Palri
Waldl Ketua DPR Sufmi Dasco
Ahmad mengatakan, hal itu
akan diputuskan pada mass si-
dang yang akan datang, Masa
reses anggots PR dimualsi 26
Maret-16 April 2025, Dengan
demikian, masa persidangan
11T akan dimulai pada Kamis,
17 April 2025,

Nanti kami akon putuskan
heheraps hal mengenai bobe-
rapa UU vang pada ml ini
dibha inti

ngan ketuga-ketua fra
ada. Kami sudah se
marin sehelum reses. ad:
berapa kebijakan atau formu
lasi baru tentang pembahasan
UL dli PR, Kata Daseo, Habu
{2/4). (NORBERTUS 4
DWTANGEA MARTIAR)
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